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EFEKTIFITAS PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT 
TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA 
JAYAPURA 
 





Dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah di 
Badan Pertanahan (BPN) Kota Jayapura yang dikeluhkan masyarakat. Sehingga untuk 
mengetahui bahwa tercapainya efektivitas pelayanan  yang diberikan dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, seperti perbedaan dalam mengintepretasikan tugas-tugas yang harus 
dilaksanakan, serta perilaku aparat dalam bekerja. Sehingga kedudukan dan peran aparat sangat 
penting dan menentukan keberhasilan dalam mengerjakan tugas-tugas yang dilaksanakan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Pembuatan 
Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura hal ini dilihat dari ; 
optimasi tujuan, prespektif sistematika, dan perilaku pegawai dalam organisasi. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu; memberikan gambaran atau penjelasan yang 
tepat secara objektif terkaitan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Jenis data yang 
digunakan terdiri dari primer yaitu wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data 
sekunder yang bersumber dari buku-buku, dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan Efektivitas Pelayanan Pembuatan 
Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura masih belum efektif. Hal ini, 
diakibatkan karena indikator optimasi tujuan dari segi waktu dan sasaran, dimana penyelesaian 
sertifikat tanah pertama kali masih terkendala  sehingga kurang efektif. Namun, indikator 
prespektif sistematika, dan perilaku pegawai dalam organisasi dapat dikatakan efektif. 
 Kata kunci; efektivitas pelayanan 
 
A. Pendahuluan  
1. Latar Belakang 
Tanah merupakan salah satu objek yang diatur 
oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur oleh 
hukum agraria itu bukanlah tanah dalam 
berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek 
yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung 
dengan hak atas tanah yang merupakan bagian 
dari permukaan bumi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pokok 
Argraria (UUPA), yang menentukan: “Atas 
dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya 
macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 
dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh 
orang-orang baik sendiri maupun bersama-
sama dengan orang-orang lain serta badan-
badan hukum” 
  Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah 
permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah 
adalah hak atas sebagian tertentu atas 
permukaan bumi yang berbatas, berdimensi 
dua dengan usuran panjang kali lebar yang 
diatur oleh hukum tanah. Tanah diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan 
hak yang disediakan oleh Undang-undang 
Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk 
digunakan dan dimanfaatkan. 
Pemerintah mengeluarkan peraturan kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan 
dan pengaturan pertanahan. Dalam pasal 3 
telah diungkapkan tujuan peraturan ini untuk 
mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan 
dan akuntabilitas pelayanan publik. Pelayanan 
pertanahan pada peraturan Nomor 1 tahun 2010 
adalah pelayanan yang memiliki fungsi-fungsi 
pertanahan secara utuh, yaitu meliputi aspek-
aspek survey pengukuran dan pemetaan, hak 
tanah dan pendaftaran tanah, pengaturan dan 
penataan pertanahan, pengendalian dan  
pemberdayaan, serta sengketa, konflik dan 
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perkara. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut 
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan satu sama lainnya, hanya dibedakan 
dalam pelaksanan tugasnya dan dilakukan 
secara nasional dalam penanganan yang 
terpadu guna mencapai sasaran pembangunan 
nasional dibidang pertanahan. 
Dengan keluarnya UU No. 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(selanjutnya disebut UUPA) yang bertujuan 
untuk memberikan kemakmuran, kebahagiaan 
dan kesejahteraan bagi negara dan rakyat.  
Di Indonesia, sertifikat hak-hak atas tanah 
berlaku sebagai alat bukti yang kuat 
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 2 
huruf c Undang-undang Pokok Agraria 
(UUPA) dan pasal 32 ayat 1 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kajian 
mengenai kekuatan berlakunya sertifikat sangat 
penting karena pertama, sertifikat memberikan 
kepastian hukum kepemilikan tanah sehingga 
dapat mencegah sengketa tanah. Kedua, dengan 
kepemilikan sertifikat, pemilik tanah dapat 
melakukan perbuatan hukum apa saja 
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-
undang, ketertiban umum,dan kesusilaan. 
Namun kondisi yang terjadi dalam pembuatan 
sertifikat tanah di kota jayapura, menunjukkan 
beberapa masyarakat yang melakukan 
pendaftaran sertifikat tanah mengeluh tentang 
prosesnya yang membutuhkan waktu yang 
lama. Serta beberapa masyarakat yang lebih 
memilih untuk membuat sertifikat pelepasan 
adat dibandingkan membuat sertifikat tanah.  
Dengan demikian permasalahan-permasalahan 
yang merupakan tuntutan dalam menangani 
kendala-kandala yang merupakan tugas dan 
tanggung jawab dari Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) sehingga mampu memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dengan baik, 
cekatan, efektif dan efisien. Dalam hal ini, 
mengetahui bahwa tercapainya efektivitas 
pelayanan  yang diberikan dapat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, seperti perbedaan dalam 
mengintepretasikan tugas-tugas yang harus 
dilaksanakan, serta perilaku aparat dalam 
bekerja. Sehingga kedudukan dan peran aparat 
sangat penting dan menentukan keberhasilan 
dalam mengerjakan tugas-tugas yang 
dilaksanakan. 
Atas permasalahan tersebut yang membuat 
peneliti tertarik meneliti tentang  Efektivitas 
Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura. 
 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang diatas 
maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah; bagaimana efektivitas pelayanan 
pembuatan sertifikat tanah di badan pertanahan 
nasional (BPN) kota jayapura. 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang serta rumusan 
masalah yang di atas maka penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui Efektivitas 
Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah Di 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 
Jayapura 
2. Kegunaan Penelitian 
Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini dapat 
dikategorikan menjadi beberapa bagian, 
sebagai berikut ; 
1. Secara Teoritis 
Dalam materi dari penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi pembelajaran secara akademisi 
untuk efektivitas pelayanan Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) di kota jayapura. 
2. Secara Praktis 
Secara praktis juga diharapkan dalam 
penelitian ini dapat membantu pegawai Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) dalam 
memecahkan permasalahan yang berkaitan 
dengan bidang pertanahan. 
II. Tinjauan Pustaka 
A. Landasan Teori 
a. Efektivitas 
Menurut Wilson (2008; 5) dalam bukunya 
yang berjudul Intisari Manajemen menjelaskan 
bahwa Efektivitas merupakan suatu ukuran 
yang dilakukan organisasi dalam pencapaian 
tujuannya. Dikatakan efektif apabila terpenuhi 
target yang ingin dicapai baik dari segi 
kuantitas maupun kualitas. 
Menurut Ruswati dalam skripsi sarjana 
yang berjudul Efektivitas Pelayanan Publik 
(pengaruh Disiplin dan Iklim Kerja Terhadap 
Efektivitas Pelayanan Aparat Pemerintah 
Kelurahan di Kecamatan Cilacap Utara 
Kabupaten Cilacap), (2005; 20), Efektivitas 
lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu 
organisasi, jadi jika suatu organisasi telah 
berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 
maka dapat di katakan telah mencapai 
efektifitas. Dengan demikian efektivitas pada 
hakekatnya berorientasi pada pencapaian 
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Richard N. Strees dalam Magdalena Jamin 
(1985) yang dikutip oleh Sudaryono 
menyatakan bahwa Efektivitas dinilai dari 
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seberapa jauh sebuah organisasi berhasil 
mencapai tujuan yang seharusnya dicapai. 
b. Pelayanan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) dijelaskan pelayanan sebagai perihal 
cara melayani, servis/jasa cara atau hasil 
pekerjaan melayani. 
Pelayanan publik adalah segala kegiatan 
pelayanan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksana 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dalam hal ini, yang dimaksud penyelenggara 
pelayanan publik adalah instansi pemerintah 
yang meliputi; 
a. Satuan kerja/ satuan organisasi kementrian; 
b. Departemen; 
c. Lembaga Pemerintah Non Departemen; 
d. Kesekretariat Lembaga Tertinggi dan 
Tinggi Negara, misalnya: sekretariat dewan 
(Setwan), sekretariat negara (Setneg), dan 
sebagainya: 
e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);   
f. Badan Hukum Milik Negara (BHMN); 
g. Badan Usaha Milik Negara (BUMD); 
h. Instansi Pemerintah lainnya, baik Pusat 
maupun Daerah termasuk dinas-dinas dan 
badan. 
Menurut Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik 
adalah segala kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik  sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
penerima pelayanan maupun pelaksanaan 
ketentuan perundang-undangan. Pada 
hakekatnya, pelayanan publik adalah 
pemberian pelayanan prima kepada masyarakat 
yang merupakan perwujudan kewajiban 
aparatur negara sebagai abdi masyarakat.  
c. Sertifikat tanah 
Menurut Arba dalam bukunya Hukum 
Argaria Indonesia (2017/163) mengutip 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, 
yaitu sertifikat adalah Surat Tanda Bukti Hak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 
huruf c Undang-undang Pokok Agraria 
(UUPA) untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, 
tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun 
dan hak tanggungan yang masing-masing 
sudah dibukukan dalam Buku Tanah yang 
bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah 
No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, 
yang disebut sertifikat adalah Salinan Buku 
Tanah dan Surat Ukur yang dijahit menjadi 
satu Bersama-sama dengan suatu kertas sampul 
yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri 
agrarian. Dengan demikian Sertifikat Tanah 
terdiri atas; 
a. Salinan Buku Tanah; 
b. Salinan Surat Ukur; 
Kertas Sampul. 








C. Variabel dan Indikator Penelitian. 
Variabel tunggal dapat disimpulkan sebagai 
sesuatu yang hendak diamati dan diambil 
datanya. Di samping itu variabel penelitian 
sering juga dinyatakan sebagai faktor-faktor 
yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang 
akan diteliti. Variabel dalam penelitian ini 
adalah variabel tunggal yaitu efektivitas 
merupakan hubungan antara hasil dengan 
tujuan yang akan dicapai, dengan berhasil atau 
tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi 
yang telah di tentukan. Penggunaan variabel 
tunggal bertujuan untuk memudahkan peneliti 
dalam merumuskan objek atau inti penelitian 
yang hanya terdiri dari satu obyek penelitian. 
Adapun indikator dari efektivitas pelayanan 
menurut Ruswati (2005; 20-21), indikator-
indikator efektivitas pelayanan aparat adalah 
sebagai berikut ; 
1. Optimasi tujuan 
2. Perspektif sistematika 
3. Perilaku pegawai dalam organisasi 
 III. Metode  Penelitian 
A. Tipe dan Dasar Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu 
merupakan gambaran, penjelasan yang tepat 
secara obyektif tentang keadaan sebernarnya 
dari obyek yang diteliti. 
Tentang pembuatan sertifikat tanah di BPN 
kota jayapura. 
B. Informan 
Informan merupakan orang-orang yang 
berpotensi memberikan informasi tentang 
Efektivitas Pelayanan Pada Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) 
a. Optimasi tujuan 
b. Prespektif sistematika 




pelayanan tentang sertifikat tanah dalam kota 
jayapura. 
Adapun informan dalam penelitian ini 
yaitu;  
1. Kepala subseksi pendaftaran hak tanah dan 
petugas loket pembuatan sertifikat tanah di 
kantor Pertanahan kota jayapura, terdiri dari 
1 orang pegawai 
2. Masyarakat (pemohon pembuatan sertifikat 
tanah) terdiri dari 3 orang pemohon 
Sehingga informan keseluruhan dalam 
penelitian ini berjumlah 4 orang. 
C. Definisi Operasional 
Definisi opresional hanya berlaku pada area 
penelitian yang sedang dilakukan, sedangkan 
definisi teoritis diambil dari buku-buku 
literature dan berlaku umum yang terkait. Maka 
peneliti dapat menyimpulkan variabel dan 
indikatornya sesuai dengan uraian diatas. 
Dari beberapa definisi diatas, maka definisi 
oprasional dari penelitian ini merupakan 
indikator dari Efektivitas Pelayanan, 
merupakan; 
1. Optimalisasi tujuan 
Efektivitas pelayanan dapat diukur seberapa 
jauh mencapai tujuan yang akan telah 
ditentukan. yaitu bagaimana untuk melihat 
pencapaian target kerja, apakah sesuai dengan 
yang telah direncanakan atau tidak. Dalam 
pencapaian tujuan diperlukan pentahapan baik 
dalam arti pencapaian bagian-bagiannya 
maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. 
Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, 
yaitu; kurun waktu dan sasaran yang 
merupakan target kongkret. Serta dapat melihat 
apakah ada keluhan dari masyarakat terhadap 
efektivitas pelayanan pegawai dalam 
pembuatan sertifikat tanah. 
2. Prespektif sistematika 
Indikator ini untuk melihat kemampuan 
masing-masing pegawai dalam menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan kedudukannya dalam 
organisasi tersebut. Dalam melaksanakan tugas 
dan pekerjaan masing-masing dengan baik 
serta tepat waktu. Dapat  dilihat apakah 
pegawai dapat mengerjakan tugas dengan baik 
serta tepat waktu. 
3. Perilaku pegawai dalam organisasi 
Sedangkan dalam indikator ini merupakan 
perilaku pegawai dalam organisasi, merupakan; 
bagaimana kecepatan dan ketepatan waktu 
pegawai menyelesaikan pekerjaannya, serta 
bagaimana konsentrasi pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya. 
 
D. Instrument Pengumpulan Data 
a. Wawancara, didefinisikan sebagai diskusi 
antara dua orang atau lebih dengan tujuan 
tertentu. 
b. Observasi, adalah suatu cara untuk 
mengadakan penilaian dengan jalan 
mengadakan pengamatan secara langsung dan 
sistematis. 
c. Dokumen, merupakan kumpulan data dalam 
bentuk tertulis untuk membantu mengetahui 
informasi. 
E. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif 
dengan metode deskriptif yaitu penelitian yang 
menggunakan penggambaran oleh 
objek/subyek penelitian yang dilakukan. 
b. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini; 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang di peroleh 
langsung dari sumbernya dengan mengadakan 
peninjauan langsung pada obyek penelitian. 
Informan dalam penelitian ini adalah pihak dari 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota 
Jayapura. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang 
diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan 
untuk memperoleh landasan teori yang 
bersumber dari perundang-undangan, buku 
literatur atau berasar pada publikasi lainnya 
berdasarkan materi yang diteliti. 
Data sekunder dalam penelitian ini adalah 
setiap bahan tertulis berupa data-data yang ada 
pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 
Jayapura yang berkaitan dengan penelitian ini 
dan juga berasal dari data sekunder berupa: 
dokumen-dokumen, daftar pustaka, referensi, 
serta litelatur yang sesuai dengan permasalahan 
yang akan diteliti. 
E. Teknik dan Analisis Pengukuran 
1. Pengumupan data 
Pengumpulan data dalam hal ini berupa 
data-data mentah dari hasil penelitian, seperti: 
hasil wawancara, dokumentasi, catatan 
lapangan dan sebagainya. 
2. Reduksi data 
Setelah data terkumpul dari hasil 
pengamatan, wawancara, catatan lapangan, 
serta bahan-bahan data lain yang ditemukan di 
lapangan dikumpulkan dan diklasifikasikan 
dengan membuat catatan-catatan ringkasan, 




3. Penyajian data (display data) 
Data yang sudah dikelompokkan dan sudah 
disesuaikan dengan kode-kodenya, kemudian 
disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar 
mudah dipahami secara keseluruhan dan juga 
dapat menarik kesimpulan untuk melakukan 
penganalisaan dan penelitian selanjutnya. 
4. Kesimpulan atau Verifikasi 
Hasil penelitian yang telah terkumpul dan 
terangkum harus diulang kembali dengan 
mencocokkan pada reduksi data dan display 
data, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat 
disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang 
memiliki tingkat kepercayaan yang benar. 
IV. Hasil dan Pembahasan 
A. Gambaran Lokasi Penelitian 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah 
Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. 
(Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013). 
B. Hasil Penelitian 
1. Optimasi Tujuan 
a. Waktu 
Beberapa masyarakat mengungkapkan 
kurangnya waktu penyelesaian sertifikat tanah 
tidak sesuai dengan SOP. Seperti yang 
dinyatakan oleh, Tn C ; 
“tepat waktu, saya saja ini kurangnya sudah 
mungkin 1 tahun lebih sekarang belum jadi-
jadi padahal dibilang itu saya datang sudah 
beberapa kali disini…” (Hasil wawancara 
tanggal 17 Oktober 2018, 11 : 13 WIT)   
Berkaitan dengan kepastian waktu yang 
diberikan kepada masyarakat, Kepala Sub 
Seksi Pendaftaran Tanah dan petugas loket, 
menyatakan : 
“kalau pencapaian target kerja setelah 5 bulan 
ini kita sudah ada perbaikan karna sebelumnya 
kami yang, dengan sistem itu kami belum 
sesuai dengan prosedur setelah 5 bulan kami 
perbaiki sekarang sudah sesuai dengan target 
yang harus sebelumnya di sop itu seperti roya 
misalnya roya 7 hari kerja 5 bulan sebelumnya 
itu bisa 1 bulan 2 bulan sekarang sudah 
memenuhi target kerja…” (Hasil wawancara 
tanggal 18 Oktober 2018, 10 : 22 WIT) 
Hal ini didukung dengan pernyataan dari 
masyarakat pengguna terkait waktu 
penyelesaian sertifikat tanah. Berikut kutipan 
wawancaranya dengan Tn. A : 
“…kecepatan waktunya sekarang malah cepat 
sekali prosesnya juga tidak berhari-hari kayak 
kemarin…” (Hasil wawancara tanggal 17 
Oktober 2018, 10 : 20 WIT) 
Hal yang sama juga masyarakat terkait waktu 
penyelesaian sertifikat tanah. Tn. B : 
“..sesuai dengan aturan sudah sangat-sangat 
sesuai dengan aturan”(Hasil wawancara  
tanggal 17 Oktober 2018, 11 : 18 WIT) 
a. Sasaran  
Dalam hal ini merupakan pencapaian target 
kerja terkait dengan ketepatan waktu. 
Mengenai ketepatan waktu terdapat 
kekecewaan masyarakat yang di rasa tidak 
sesuai dengan SOP. Hal ini diungkapkan oleh 
masyarakat Tn. C : 
 “…sertifikatnya belum keluar, saya masih 
belum bisa terima” (Hasil wawancara tanggal 
17 Oktober 2018, 11 : 13 WIT)   
Untuk memperjelas dan memberikan kepastian 
terhadap ketepatan waktu pembuatan sertifikat 
tanah, hal ini diungkapkan oleh Kepala 
Subseksi Pendaftaran Tanah dan petugas loket : 
“…untuk pendaftaran pertama kali itu masih 
belum bisa karna itu kita terbentur dengan, 
kalau pertama kali itu prosesnya panjang ini 
dari loket terus ke penghukum terus ke 
pengukuran dan kita di pengukuran itu alat 
terbatas, ada keterbatasan alat dan SDM 
sedangkan volume kerja itu sangat tinggi, terus 
imbasnya ke mana? ketepatan waktu untuk 
pendaftaran yang pertama kali dan 
pendaftaran pemeriharaan jadi bedakan 
antara pemeriharaan sama pendaftaran 
pertama kali, kalau pemeriharaan bagian 
pemeriharaan itu seperti roya, balik nama 
terus hak tanggungan itu kita bisa tepat tapi 
kalau yang baru pertamakali itu kita masih 
belum karna keterbatasan alat…”(Hasil 
wawancara tanggal 18 Oktober 2018, 10 : 22 
WIT) 
2. Prespektif sistematika 
Masyarakat pengguna pelayanan pembuatan 
sertifikat tanah di kantor BPN di kota Jayapura, 
Tn. A mengungkapkan : 
“…untuk pastinya tarifnya sih saya ngak tau 
cuman kalau menurut saya sih masih wajar 
tidak ada yang melebihi” (Hasil wawancara 
tanggal 17 Oktober 2018, 10 : 20 WIT) 
Hal yang sama juga dikatakan  oleh masyarakat 
pengguna pelayanan pembuatan sertifikat tanah 
di kantor BPN kota jayapura, Tn. C : 
“…pembiayaan itukan kalau ke lapangan kita 
tanggung untuk ongkos katakanlah ongkos ojek 
ke lokasi saya rasa itu tidak terlalu menjadi 
permasalahan bagi saya, permasalahannya 
sudah di ongkos baru ini sampai sekarang 
belum keluar-keluar sertifikatnya...” (Hasil 
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wawancara tanggal 17 Oktober 2018, 11 : 13 
WIT) 
Untuk perbedaan masyarakat yang melakukan 
pendaftaran sertifikat tanah yang pertama kali 
dengan pemeriharaan di jelaskan oleh, Kepala 
Subseksi Pendaftaran Tanah dan petugas loket : 
“…jadi gini harus dipahami juga di PP 128 
tahun 2015 itu selain biaya PNPP yang di 
setorkan ke loket itu ada biaya lain itu di atur 
di PP 128 itu untuk transportasi, akomodasi 
terus dan konsumsi itu di tanggung oleh 
pemohon…jadi yang terkait dengan 
transportasi, akomodasi dan konsumsi itu ada 
terkait dengan 3 pelayanan, yang pertama itu 
pengukuran yang ke dua itu pemeriksaan tanah 
yang ketiga cutblot karna itu tidak di tanggung 
oleh negara itu di PP 128 sudah jelas  
makanya  harapan saya itu masyarakat paham 
atau LSM atau semua pihak paham  selain apa  
selain yang di PMPP itu ada yang di bayar 
atas pemohon tapi ada batas kewajaran jangan 
sampai yang seharusnya cuman Rp 500.000,- 
kita pungut Rp 1.500.000,-  itu yang pungli…” 
(Hasil wawancara tanggal 18 Oktober 2018, 10 
: 22 WIT) 
3. Perilaku Pegawai dalam Organisasi 
Tn. A sebagai salah satu pengguna pelayanan 
pembuatan sertifikat tanah di BPN kota 
Jayapura menuturkan bahwa petugas loket 
sangat merespon dengan baik. Berikut kutipan 
wawancaranya : 
“tentang tanggap saya untuk saat ini sih sudah 
baik pelayanannya sudah tidak seperti dulu…” 
(Hasil wawancara tanggal 17 Oktober 2018, 10 
: 20 WIT) 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh 
masyarakat pengguna pelayanan, Tn. B : 
“saya baru dua kali kesini  pelayanannya 
sangat bagus artinya untuk di harapkan  kita 
ke tempat bagus sangat tepat…”(Hasil 
wawancara  tanggal 17 Oktober 2018, 11 : 18 
WIT)   
Dalam hal ini Kepala Subseksi Pendaftaran 
Tanah dan Petugas Loket, mengungkapkan 
bahwa : 
“… pegawai untuk saat ini sudah bekerja 
dengan baik meskipun saat ini kita tuh di kejar 
sama di bebani dengan PTSL (Pendaftaran 
tanah sistematik lengkap) itu target dengan 
jokowi tapi kita instruksi dari pak kepala selain 
PTSL itu harus jalan, lancar pelayanan ke 
masyarakat juga harus selesai jadi kita 
perbaiki antara yang  kerja di pegawai pak 
jokowi di PTSL itu dengan yang rutin, rutin itu 
pelayanan yang diliat seperti ini kita bagi 
meskipun kita kerja itu pagi siang malam kita 
tuh lembur sering sampai jam 9 jam 10 bahkan  
pagi pun kita ada sampai sebulan yang lalu  
jam 3 pagi, tidur 2 jam 3 jam lalu kita ngantor 
lagi itu untuk kepuasan masyarakat meskipun 
kita belum sempurna tapi kita 
berusaha…”(Hasil wawancara tanggal 18 
Oktober 2018, 10 : 22 WIT) 
C. Hasil Pembahasan 
1. Optimasi Tujuan 
a. Waktu 
Dari hasil penelitian di atas, beberapa 
masyarakat mengatakan puas terhadap 
kepastian waktu yang dirasa telah mengalami 
perubahan namun terdapat perbedaan pendapat 
dari salah satu informan yang merasa bahwa 
masih terdapat keterlambatan dalam 
penyelesaian sertifikat tanah. Dalam hal ini 
dapat di lihat pada hasil penelitian diatas, 
Kepala Subseksi Pendaftaran Tanah dan 
Petugas Loket  mengatakan bahwa terdapat 
perbaikan selama 5 bulan belakang ini untuk 
meningkatkan waktu penyelesaian tanah sesuai 
dengan target dalam SOP. 
b. Sasaran 
Sasaran merupakan faktor utama dalam 
mengukur efektivitas pelayanan dalam hal ini, 
ketetapan waktu yang sesuai dengan perkaban 
No. 1 tahun 2010. Dari keluhan salah satu 
informan sesuai dengan hasil penelitian di atas, 
Kepala Subseksi Pendaftaran Tanah dan 
Petugas Loket menyatakan bahwa 
keterlambatan dalam penyelesaian sertifikat 
tanah di sebabkan oleh kurangnya peralatan 
serta SDM yang mendukung. Sehingga 
ketetapan waktu belum sesuai dengan SOP. 
Dari penjelasan sub-indikator optimasi diatas 
dapat disimpulkan bahwa optimasi tujuan 
belum efektif sebab masih terdapat 
keterlambatan penyelesain sertifikat tanah. 
Beberapa faktor penghambat dalam optimasi 
tujuan merupakan; kurangnya peralatan serta 
SDM. 
2. Prespektif Sistematika 
Prefektif sistematika dari hasil penelitian di 
atas, melihat dari sistematikanya dalam 
pelayanan sertifikat tanah sesuai dengan PP 
No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif 
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang berlaku pada kementrian agraria dan tata 
ruang/BPN. 
Pembiayaan pembuatan sertifikat tanah sudah 
dapat di katakan baik dan jelas sesuai dengan 
PP No, 13 tahun 2010 serta PP 128 tahun 2015, 
walaupun pembiayaan pendaftaran sertifikat 
193 
 
tanah pemeriharaan dan pertama kali membuat 
sertifikat tanah berbeda. Dalam indikator ini 
memungkinkan tercapainya efektivitas 
pelayanan itu sendiri. 
3. Perilaku Pegawai dalam Organisasi 
Perilaku pegawai dalam organisasi dari hasil 
penelitian diatas beberapa masyarakat yang 
menjadi informan dalam penelitian ini 
mengungkapkan pelayanan yang diberikan oleh 
pegawai memuaskan hal ini juga terdapat pada 
penjelasan Kepala Subseksi Pendaftaran Tanah 
dan Petugas Loket menyatakan pegawai BPN 
mengoptimalkan kepuasan masyarakat dalam 
melaksanakan tugasnya walaupun mengalami 
kendala-kendala. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 
dalam hasil penelitian maka dapat di 
gambarkan bahwa perilaku pegawai dalam 
pelayanan pembuatan sertifikat tanah berusaha 
untuk memuaskan masyarakat walaupun di 
bebani dengan Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap PTSL) yang merupakan proses 
pendaftaran tanah untuk pertamakali yang 
dilakukan secara serentak dan meliputi semua 
obyek pendaftaran tanah yang belum 
didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau 
kelurahan, tetapi pegawai tetap berusaha untuk 
mengerjakan tugasnya secara optimal. 
Sehingga perilaku pegawai dalam organisasi 
dapat dikatakan efektif. 
V. Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan 
1. Optimasi Tujuan terbagi menjadi 2 sub-
bagian yaitu: waktu dan sasaran. Dari 2 
sub-bagian (waktu dan sasaran) yang belum 
bisa dikatakan efektif disebabkan terjadinya 
keterlambatan dalam penyelesaian sertifikat 
tanah dalam pembuatan sertifikat tanah 
untuk pertamakali hal ini, terjadi karena 
kurangnya Peralatan serta SDM walaupun 
pada pembuat untuk pemeliharaan 
pendaftaran tanah mulai terdapat perubahan 
serta mulai sesuai dengan Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 
2010 tentang Standar Pelayanan dan 
Pengaturan Pertanahan sehingga optimasi 
tujuan mengenai kepastian dan ketetapan 
waktu penyelesaian sertifikat tanah  belum 
dapat dikatakan efektif. Sesuai dengan hasil 
penelitian, masih terdapat beberapa 
sertifikat tanah yang ketetapan dan 
kepastian waktu belum sesuai dengan 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional No. 1 Tahun 2010 tentang Standar 
Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.  
2. Prespektif Sistematika dapat dikatakan 
efektif sebab dari Standar Oprasional 
Prosedur (SOP) dalam Peraturan 
Pemerintah No. 128 Tahun 2015 tentang 
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 
kementrian agrarian dan tata ruang/ Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) dibedakan 
menjadi pembiayaan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali dan pembiayaan untuk 
pemeliharaan data pendaftaran tanah dapat 
dikatakan baik dan jelas sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015, 
walaupun dalam pembiayaan pendaftaran 
tanah untuk pertamakali memiliki tambahan 
biaya.   
3. Perilaku Pegawai dalam Organisasi dapat 
dikatakan efektif. Perilaku pegawai dalam 
organisasi merupakan seberapa baik 
pegawai dalam menanggapi keluhan-
keluhan masyarakat/pemohon dalam 
pembuatan sertifikat tanah di kota jayapura 
serta mengenai daya tanggap pegawai 
dalam mendengarkan keluhan masyarakat. 
Perilaku pegawai dalam organisasi dari 
hasil penelitian beberapa masyarakat yang 
menjadi informan dalam penelitian ini 
mengungkapkan pelayanan yang diberikan 
oleh pegawai memuaskan hal ini juga 
terdapat pada penjelasan Kepala Subseksi 
Pendaftaran Tanah dan Petugas Loket 
menyatakan pegawai Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) mengoptimalkan kepuasan 
masyarakat dalam melaksanakan tugasnya 
walaupun mengalami kendala-kendala. 
Sehingga pegawai Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) berusaha mengatasi 
permasalahan-permasalahan yang terjadi 
dalam melaksanakan tugasnya untuk 
meningkatkan kepuasan masyarakat. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 
dalam hasil penelitian maka dapat di 
gambarkan bahwa perilaku pegawai dalam 
pelayanan pembuatan sertifikat tanah 
berusaha untuk memuaskan masyarakat 
walaupun di bebani dengan Pendaftaran 
Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) tetapi 
pegawai tetap berusaha untuk mengerjakan 
tugasnya secara optimal. Sehingga perilaku 
pegawai dalam organisasi dapat dikatakan 
efektif. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah dilakukan, peneliti 
memiliki saran terkait efektivitas pelayanan 
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pembuatan sertifikat tanah di BPN kota 
jayapura, yaitu : 
1. Faktor penting untuk meningkatkan 
efektivitas pelayanan pembuatan sertifikat 
tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
kota jayapura, dengan menambah peralatan 
yang diperlukan dalam pengukuran tanah 
serta  SDM. Agar dapat meningkatkan 
pembuatan sertifikat tanah sesuai standar 
dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 
2010 mengenai Standar dan Pengaturan 
Tanah.  
2. Untuk terus meningkatkan SDM serta 
meningkatkan tenaga ahli dalam bidang-
bidangnya yang berkaitan dengan 
pertanahan agar dapat meningkatkan 
pembuatan sertifikat tanah. 
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